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I. 	 Prosedur pengadaan tanah dalum pembang'Jnan Jembatan Suramadu di 
kccamatan Labang 13angkaJun: 
a. 	 Penyuluhan tentang rencana pembangunau Je'11batan SuramaJu. 
b. 	 Inventarisasi terhadap objek pengadaan tamh oleh PPT. 
c. 	 MusY.lwarah untuk menetapkan hentuk dan besamya ganti kerugian. 
d. 	 Konsinyasi ditcrapkan jika tidak tercapai kesepak~tan mengenai 
bentuk dan besamya gantj rugi, namun peMegang hak diberi 
kesempatan mengajukan keberatan kepada Gubemur. 
e. 	 Gubemur mengajukan usul penyelesai.m "engan eara peneabutan 
hak 8.tas tanah berdasarkan UU No. 20 Tahun 1961 ke{:ada kepala 
BPN. Dengan tembusan kepada Menteri PU dan MenKumHam. Jika 
pemegang hak belum juga menerima penyelesaian ganti rugi oleh 
Gubernur. 
2. 	 Secara formil musyawarah hanya dilakukan didua desa dan ditindaklanjuti 
dengan .lalan bergerilya, namun secara substansi 'v1usyawarah didua desa 
tersebut bel urn terlaksana karena pada kenyataannya pemerintah sudah 
menetapkan besamya ganti rugi_ sebtsar Rp 35.000/h12 yang sangat sulit 
sekali untuk dirubah, bila ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan keinginan 
pemegang hak meski sudah melalui upaya-upaya yang tersedia dalam 
peraturan perundang-undangan yang berla ~u. 
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3. 	 Konsinyasi yang diatur dalam Perp:-es nOlT,or 36 tahun 2005 sebagai salah 
satu upaya yang dilakukan PPT apabila tidak terc,~pai kesepakatan dalam 
penentuan bentuk danl atau besarnya g!'lnti rugi, tidak dapat dibenarkan 
secara yuridis normatif karena bertentangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi yakni : 
a. 	 Bertentangan dengan BW khususnya pasal 1 :l04 dimana dalam pasal 
tersebut konsinyasi hanya dapat dilaku~can bila ada hubungan hukum 
antara pemerintah dan pemegang hak atas tanah, sebab pada 
dasarnya :~onsinyasi adalah memutuskall hubungll1l hukum, 
hubungan hukum tersebut di implementasikan dalam bentuk 
perjanjian yang didalamnya berisi kesepakatnn mengenai bentuk dan 
besarnya ganti kerugian dan syarat-syarat yang tercantum dalam 
pasal 1320 BW. 
b. 	 Bertenhngan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khususnya pasal 6, pasal 18, 
pasal 27 , dan pasal 40 
Sedangkan pencabutan hak at(ls tanah yan:l diatur dalam Perpres 
secara yuridis kurang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang 
hak atas tanah bila dipandang dari perspektif HAM clan asas negara 
hukum, kelemahan yang paling serius dari Perpres No 36/2005 adalah 
karena pada akhirnya setelah "musyawalah" gagal, maka Perpres itu 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah ulltuk melakukan 
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pencabutan hak atas tanah, padahal sebagai negara hukum, seharusnya 
untuk mencabut hak yang sangat asasi bagi mC'.nt':ia ini, yaitu hak atas 
kepemilikan tanah mereka, diserahkan ke Pe.1gadi1an, kedudukan antara 
pemegang hak atas tanah dan iJemerintah mestinya setara, tidak ada yang 
Jebih tinggi dan lebih rendah, 
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B. 	 Saran 
1. 	 Harus ada koordinasi yang siner!5is antara pemerintah baik Pemerintall 
Propinsi atau Pemerintah kota / kabupaten dengan pamtia peLgadaan tanah 
yang dibentuk sebagai salah satu bentuk pengawasan rlalatn proses 
pengadaan tanah untuk memberantas praktek perccJoan tanah yang selama 
ini meresahkan pemegang hak atas tanah sebagai wujud konsistensi 
pemerintah dengan dikeluarkannya instruksi sebagaimana instruksi Bupati 
Bangkalan tentang usaha pencegahan terjadinya spekulasi tanah 
pemhangllnan Jembatan Suram~ldu dan kaw,:\san pcngembangannya d. 
Bangkalan sehingga intruksi tersebut dapat berjalan dengan efektif. 
2. 	 Merevisi ketentllan - ketentuan dalam peratl:ratl p csiden nomor 36 tahun 
2005 Tentang pengaturan mengenai "Pengaciaan Tanah bagi Pelaksanaan 
Pembangunan untuk Kepentingan Umum" ditingkatkan mtnjadi Undang­
Undang, sehingga kandungannya a':an lebih uersifat responsif. Sebelum 
lahimya Undang-undang tersebllt, kembali 1iberlakukan dulu untuk 
sementara Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. 
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